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ABSTRAK.

Metode maupun model penyusunan kebijakan penanaman modal asing di Indonesia sudah sangat mendesak
untuk segera direkonstruksi (penataan ulang), mengingat pola pengambilan kebijakan penanaman modal asing yang
selama % 64 tahun berjalan masih menggunakan model ‘top down’ yakni segala kebijakan/instruksi dari atas
(Pemerintah RI), berupa Peraturan Presiden RI maupun Keputusan Menteri serta Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal RI, diterbitkan untuk kemudian diturunkan guna dilaksanakan kepada kalangan kaum
wirausaha/pengusaha lokal kelas bawah yakni UMKM-K, tanpa adanya sedikit keterlibatan stake holder penanaman
modal domestik (Apindo/Kadin, dsh-nya), dalam penyusunan kebijakan penanaman modal asing tersebut. Diperlukan
adanya konsep penyusunan kebijakan peraturan penanaman modal asing dengan model ‘bottom up’ , yang bermakna
bahwa rencana penerbitan aturan kebijakan penanaman modal asing yang berpotensi menimbulkan tingkat kompetisi
dengan penanaman modal domestik harus juga menyerap aspirasi/usulan dari kelompok kalangan bawah yakni
UMKM-K, yang diajukan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian
diteruskan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Provinsi, yang kemudian diusulkan kepada Badan
Koordinasi Penanaman Modal Pusat, kemudian ditampung dan dianalisis kembali oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, untuk
kemudian diserahkan kepada Presiden Rl guna penerbitan Perpres RI, yang selanjutnya Perpres RI tersebut
diundangkan guna dilaksanakan oleh investor PMA maupun PMDN dan UMKM-K.

Diperlukan juga adanya itikat/niat mulia dari Pemerintah R1 untuk menerapkan konsep keadilan substantif-
distributif, sehingga tujuan akhir dari diterbitkannya kebijakan penanaman modal asing tersebut juga dapat
dirasakan/diserap langsung manfaatnya oleh para pelaku kegiatan ekonomi kelas bawah, yakni UMKM-K. Sehingga
harus ditinggalkan konsep lama pengambilan kebijakan yang hanya mengedepankan prinsip/asas keadilan prosedural-
formalitas, yang hanya menghasilkan keadilan di atas kertas, yang tidak terbukti manfaat dan fungsi kebijakan tersebut
kepada kaum pelaku usaha kelas UMKM-K dan PMDN.

Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa perekonstruksian (penataan ulang) sistem Kkebijakan
penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep keadilan yang lebih berciri khas keadilan
distributif-substantif, dibandingkan model keadilan prosedural/formalitas. Pada konsep keadilan distributif-substantif,
porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham joint venture/joint
enterprise serta porsi pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan
kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih berparadigma dan
lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamu istimewa’ perlokomotifan investasi nasional, sehingga
mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA
pada suatu titik tertentu harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan
untuk mendapatkan kebijakan/fasiliatas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan.

Kata Kunci:  Rekonstruksi, Kebijakan PMA, Keadilan.

A. PENDAHULUAN

Penanaman modal asing di Indonesia, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara
anggota ASEAN (Association of South East Asia Nations) masih belum menunjukkan tingkat
keseimbangan apalagi tingkat dominasi domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan
nilai/jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN), atau dengan kata lain tingkat
ketergantungan permodalan dari aktifitas PMA di Indonesia masih sangat tinggi dan
signifikan. Harapan besar untuk mendapatkan kesempatan berusaha bersama (dalam bentuk
joint venture maupun joint enterprise) dengan masyarakat Uni-Eropa (European Union)
dengan konsep mutual benefit, yang perlu disesuaikan dengan tuntutan global, ternyata belum
mendapatkan hasil yang berkeadilan, bahkan terbukti masih terlihat kebijakan-kebijakan

Pemerintah RI masih cenderung menguntungkan para pelaku aktifitas PMA di Indonesia.
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Harapan masuknya PMA ke dalam wilayah NKRI dari negara-negara anggota Masyarakat
Uni-Eropa melalui arus penyediaan dan penanaman komponen-komponen pendukung kegiatan
usaha bersama, yang dapat berupa : modal (capital), pelatihan sumber daya manusia (skilled
man power), peluang area pemasaran (market opportunities zone), serta yang terpenting adalah
dalam bidang pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge and
technology) ke wilayah Indonesia memang terbukti telah terjadi, akan tetapi hasil keuntungan
(benefit share) yang diharapkan maupun ditargetkan oleh Pemerintah RI melalui Badan
Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum tercapai. Beberapa variable bidang proyek
pekerjaan yang mendesak untuk dapat diterapkan pengerjaannya melalui kerjasama aktifitas
PMA di Indonesia seperti : bidang pertanian-perkebunan, kehutanan, industri-manufaktur
sektor riil, transportasi, komunikasi serta bidang jasa termasuk usaha pariwisata (Sornarajah :
2010), terbukti masih didominasi kepentingan maupun kepemilikan mayoritas sahamnya oleh
pihak asing. Dalam prakteknya aktifitas PMA di Indonesia, masih banyak terjadi ketimpangan,
kesenjangan, bahkan ketidakadilan pada masalah-masalah yang terkait dengan pemberian
fasilitas kemudahan operasional dibandingkan dengan fasilitas kemudahan yang diberikan
kepada PMDN selaku pelaku usaha lokal bahkan terhadap pelaku usaha milik negara (BUMN)
sekalipun. Pengadaan bahan baku mentah sebagai bahan dasar proses produksi yang diperoleh
dari sumber daya alam (SDA) hayati Indonesia yang termasuk kriteria long-term renewable
secara tidak berimbang bila dibandingkan dengan perolehan SDA bagi pihak PMDN, yang
tidak lain adalah kepada perusahaan milik warga negara Indonesia selaku tuan rumah (host
country) terselenggaranya aktifitas PMA tersebut. Sehingga hal tersebut dirasakan akibatnya
telah mereduksi dan merugikan kinerja PMDN maupun BUMN di Indonesia. Meskipun pada
awalnya, sudah direncanakan bahkan telah tercapainya hubungan kerjasama operasional bidang
PMA antara negara anggota ASEAN dengan Masyarakat Uni-Eropa (EU) pada September
2001, melalui komunikasi dengan tema “A strategic Framework For Enhance Partnership”
yang terlebih lagi pada momentum tersebut EU telah mengidentifikasi kawasan ASEAN
sebagai komunitas rekanan kunci (key partners community) terutama di bidang ekonomi, politik
sebagai sektor dan kawasan yang diutamakan di wilayah benua Asia pada umumnya (Paul
Davidson & Frabca Ciambella : 1995). Bahkan kesepakatan/kesepahaman tersebut pada
akhirnya mampu diaktualisasikan melalui kegiatan kerjasama yang bertemakan “A New
Partnerships With South East Asia Nations” dengan bentuk riil kerjasamanya yang diberikan
identitas dengan nama “The Trans-Regional EU-ASEAN Trade Inisiative”, atau yang lebih
dikenal dengan singkatan “TREATY”. Fokus kajian kerjasama dalam TREATY ini tertuju pada
bidang-bidang prioritas : sanitasi, agro-industri makanan, produk perikanan, standar kualitas
produk, teknik perlindungan produk yang akan diperdagangkan, industri kehutanan, serta
produk berbahan dasar dari kayu hasil kehutanan. Pemberian fasilitas perdagangan dan
kerjasama investasi tersebut telah diarahkan sebagai isu krusial yang harus dicarikan solusi
pemecahan permasalahan-permasalahannya di antara pihak EU dan ASEAN, sehingga
kedudukan investor country dengan host country tidak lebih menguntungkan negara-negara
investor tersebut dibanding tuan rumah (Wolfgang G Friedmann & George Kalmanof : 1961).
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Berbagai bentuk tekanan-tekanan politis maupun ekonomis yang dilancarkan oleh Uni-
Eropa kepada ASEAN termasuk terhadap pihak Indonesia selaku host country investasi,
melalui tekanan dalam bentuk pengurangan hibah-hibah, bantuan pinjaman moneter melalui
kebijakan-kebijakan fiskal dari lembaga keuangan internasional seperti : International
Monetary Funds (IMF) maupun International Finance Cooperation (IFC) selaku anak usaha
World Bank, di mana Uni-Eropa juga berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, semakin
membuat Indonesia terpengaruh/tertekan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal
merumuskan batas toleransi kepemilikan saham PMA yang beraktifitas di Indonesia, khususnya
pada jenis dan bidang usaha yang bersumberkan pada bahan baku/sumber daya alam yang non-
renewable maupun long terms renewable, yang pada akhirnya merugikan pihak PMDN bahkan
BUMN yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitas
bisnisnya yang sejenis dengan aktifitas produksi PMA tersebut. Perdebatan dan perbedaan
pendapat tentang keberadaan aktifitas PMA di Indonesia telah menjadi polemik yang
berkepanjangan, terutama ketika pihak negara host country selaku pihak pembuat peraturan
perundang-undangan mencoba mengemukakan aspek maupun segi positif aktifitas PMA di
Indonesia tersebut. Sementara di pihak lain, para korban atau subyek penerima efek negatif dari
aktifitas PMA merasa tidak sepenuhnya setuju (not-welcome) terhadap kedatangan para
investor asing tersebut.

Sistem ekonomi Pancasila yang diyakini berperan sebagai tumpuan paradigma
reformasi ekonomi, akan tetapi selama ini setiap kebijakan ekonomi nasional RI yang
diterapkan hanya mendasarkan pada aspek pertumbuhan angka/tingkat perekonomian nasional
akan tetapi masih mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
(Mubyarto : 2010). Perlu kiranya untuk segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis di
bidang perekonomian yang mendesak untuk segera ditempuh, yaitu dalam aspek/bidang : (1).
Penguatan ketahanan pangan nasional, (2).Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi
nasional (Kaelan : 2003). Pengawasan praktik PMA yang beroperasi di wilayah NKRI yang
disertai dengan semangat perlindungan preventif terhadap pemegang saham PMA dari pihak
lokal warga negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap PMDN yang sama-sama
menjalankan aktifitas usaha yang sama dengan PMA tersebut, adalah hal mutlak yang wajib
untuk segera dibenahi dan direstrukturisasi. Hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak,
mengingat PMDN selaku anak kandung badan usaha milik warga negara Indonesia wajib untuk
terlebih dahulu dilindungi dan diprioritaskan dalam hal mendapatkan sumber bahan baku alam
maupun sumber daya manusianya yaitu pelaku proses produksi tersebut, sehingga mampu
mendapatkan out-put produk yang bernilai ekonomis, hemat dan berkualitas. Praktik-praktik
penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih condong menguntungkan dan memihak
investor asing sudah sepatutnya untuk direkonstruksi menjadi kebijakan dan/atau peraturan
penanaman modal yang lebih pro-rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial rakyat
pelaku usaha (PMDN) domestik-lokal menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare
state). Pemberian fasilitas maupun insentif yang terlalu berlebihan terhadap PMA selaku
investor asing, tanpa adanya kontrol dari pihak pemegang saham lokal (apabila PMA tersebut

11

Hukum dan Keadilan



Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
DOI : 10.59635/jihk.v11il
P-1SSN:2407-1250E-1SSN :2747-0628

adalah perusahaan modal patungan/campuran), maka semakin menjauhkan dari konsep
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan politik di kancah
dunia global-internasional. Adanya tekanan politik ekonomi dari pemerintah negara-negara
investor asing tersebut melalui lembaga donor keuangan Internasional yang ternyata harus
diakui mampu menggoyahkan keteguhan sistem ekonomi politik nasional, yaitu yang dapat
berupa tindakan/aksi pengurangan hibah, subsidi, maupun pinjaman, bahkan bantuan
internasional kepada Pemerintah RI sebagai host investee country, maka sudah seharusnya
apabila hal tersebut segera untuk ditanggulangi dan diantisipasi melalui metode maupun sistem
ketahanan ekonomi serta demokrasi ekonomi nasional, yakni dengan cara merubah paradigma
ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang semula mayoritas berasal dari
bantuan maupun pinjaman lembaga/negara keuangan internasional menjadi paradigma
pemberdayaan kekuatan pendapatan ekonomi nasional, melalui peningkatan laba/deviden dari
beratus-ratus BUMN beserta anak usahanya. Sehingga sumber pendanaan pembangunan
nasional tidak lagi bergantung pada investor/negara asing internasional lagi. Pemerintah RI
selaku lembaga eksekutif mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur aktifitas serta
operasional PMA di Indonesia, melalui cara-cara menetapkan dan sekaligus menertibkan
peraturan-peraturan pelaksana pada level/tingkatan di bawah undang-undang, sehingga terlihat
ketegasan maupun keberanian Pemerintah Rl dalam menentukan jenis atau tipe model investasi
yang diperbolehkan beroperasional di wilayah NKRI, baik investasi yang bersifat langsung
(Foreign Direct Investment) atau disingkat “FDI”, maupun investasi yang bersifat tidak
langsung (Portofolio Investment) atau disingkat “PI”. ketentuan tunduknya perusahaan modal
asing tersebut kepada peraturan negara investasi , telah diatur melalui regulasi “The Draft Code
of Conduct of Transnational Corporation” yang menyebutkan bahwa : “State have the rights
to regulate the entry and eshtablishment of transnational corporation including determining
the role that such corporation including determining the role that such corporation may play
in economic and social development and prohibiting or limiting the extent of their presence in

spesific sector” (United Nation Country Team : 1988).

B. METODE PENELITIAN

Paradigma konstruktivisme yang dipilih dan sekaligus menjadi dasar cara pandang pada
penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara
merekonstruksi/membangun kembali pemikiran dan atau gagasan terhadap kebijakan penanaman
modal asing yang bermuara pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka
menyempurnakan konsep-konsep pemikiran tentang studi rekonstruksi PMA yang telah ada
selama ini. Konstrukstivisme dimaknai sebagai konstruksi realitas dalam pikiran individu.
Pemaknaan realitas sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, sehingga sifatnya
subyektif dan dapat berubah seiring berkembangnya proses perkembangan ilmu pengetahuan.
Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial, dan bukan memandang realitas

secara natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma
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konstruksionis adalah menemukan bagaimana suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi,
dan dengan melalui cara apa atau bagaimana konstruksi itu dibentuk.

Bertolak dari paradigma tersebut Econ B Guba & Ivona Linclon, secara ontologi paham
konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang relatif (Norman K Denzin & Yvonna
S.L. : 2009). Realitas dapat dipahami dalam berbagai bentuk tergantung dari konstruksi mental,
sosial dan pemaknaan individu yang membentuk konstruksi tersebut. Oleh karena itu suatu realitas
yang diamati oleh seorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bertolak
dari pemahaman tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam disertasi ini adalah realitas
tentang pelaksanaan aktifitas penanaman modal asing di Indonesia sesuai amanat UU.

Secara epistemologi, konstruktivisme memandang hubungan antar peneliti dan responden
sebagai sesuatu yang transaksional dan subyektif. Peneliti dan responden berdialog secara
interaktif. Peneliti dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan interaksi antara keduanya.
Bertolak dari pemahaman tersebut, maka interaksi ini dimaksudkan untuk memahami makna
realitas dibalik pengaturan perundang-undangan, pandangan para pelaku usaha, dan pandangan
peneliti tentang kebijakan penanaman modal asing. Hasil penelusuran ini kemudian secara
epistemologi dibandingkan dan diinterpretasi untuk menemukan suatu konstruksi. Sedangkan pada
dimensi aksiologi, konstruktivisme menempatkan nilai sebagai bagian yang bermakna dari
kegiatan penelitian. Pada dimensi metodologi, pendekatan yang digunakan adalah metode
hermeneutik dan dialektikal guna mencapai kebenaran. Hermeneutik berarti makna (meaning),
merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran dan harus diekstraksi ke permukaan melalui
refleksi yang mendalam. Kegiatan refleksi ini distimulasi oleh dialog (pendekatan dialektikal)
antara peneliti dengan responden. Hasil akhir adalah suatu kebenaran dari perpaduan pendapat
yang bersifat relatif, subyektif dan spesifik (Z Mubarak : 2006). Pilihan paradigma
konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum investasi, khususnya oleh entitas/badan hukum
asing, sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, prosedur standar operasi PMA, serta etika
berusaha/berbisnis di Indonesia yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi nasional yang
berkesinambungan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian
yuridis ini menunjukkan undang-undang PMA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nilai keadilan.
Sedangkan penelitian sosiologis untuk menemukan kelemahan-kelemahan undang-undang PMA
dan rekonstruksi undang-undang PMA ke depan yang lebih berkeadilan. Sumber Data diambil
oleh penulis melalui :

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari studi/penelitian di

lapangan.

1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Jawa Tengah, dengan skup/jangkauan keluasan penelitian
permasalahan yang diteliti adalah permasalahan PMA secara nasional.

2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi/masyarakat pelaku aktifitas
penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terdampak dan dirugikan sebagai
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akibat adanya praktik PMA yang bersifat liberal dan kapitalis. Cara pengambilan

sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode non random sampling, yaitu

setiap populasi tidak diharuskan mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan

dalam pengambilan sampel secara purposive sampling, ditentukan dengan kriteria

sebagai berikut :

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya
sejenis dengan jenis PMA liberal-kapitalis, maupun yang tidak sejenis
akan tetapi tetap terdampak/dirugikan sebagai akibat berkurangnya
SDA sebagai efek aktifitas PMA tersebut, terutama PMDN yang
terdampak ketidakadilan aktifitas PMA yang berakibat pada belum
tercapainya tujuan kesejahteraan nasional di bidang investasi secara tak
langsung, yakni : anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya
tersebut termasuk dalam Daftar Bidang Usaha Terbuka maupun
Tertutup Investasi, yang diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2016, yang
terdampak , seperti anggota : Asosiasi Pengusaha Industri Mebel
Indonesia (ASMINDO), dan Kamar Dagang & Industri (KADIN);
Instansi Pemerintah yang membidangi dan terkait dengan tugas sebagai
regulator bidang penanaman modal asing di Indonesia, yakni BKPM

Pusat, BPMD Provinsi Jawa Tengah dan BPMD Kabupaten Jepara.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan obyek penelitian PMA, hasil penelitian, skripsi, thesis,

disertasi dan peraturan perundangan lainnya, serta sumber kepustakaan, literatur,

dokumen-dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal maupun buletin

ilmiah, mass media on-line maupun cetak, surat kabar, serta berbagai karya ilmiah

lainnya, baik yang secara umum dipublikasikan maupun yang non-publikasi terutama

yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Data Sekunder dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi berikut,

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa bahan pustaka yang

berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

a.
b.

C.

Pancasila, sebagai kaidah dasar

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang, yang meliputi :
- UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden RI

- Perpres Rl No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
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- Perpres Rl No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan
Tertutup Investasi

e. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2015 juncto Peraturan Pemerintah Rl No.9
Tahun 2016, tentang Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal Pada Bidang Atau
Daerah Tertentu.

f. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota khususnya di
bidang Penanaman Modal Asing, sesuai dengan otonomi pada daerah masing-
masing.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer dalam rangka membantu proses analisis, yaitu :

a. buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi penelitian

b. dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian

c. makalah-makalah seminar yang terkait dengan materi penelitian

d. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan materi penelitian

e. disertasi, thesis, skripsi, yang terkait dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu :

a. kamus hukum

b. kamus Bahasa Inggris — Indonesia

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. surat kabar, majalah, dan tabloit

4. Bahan/literatur Non-Hukum lainnya, seperti :

a. jurnal ekonomi

b. buku-buku manajemen perusahaan Penanaman Modal Asing

c. dokumen non-hukum yang terkait dengan materi penelitian ini seperti : bulletin
ilmiah, mass media on-line, surat kabar cetak, dan yang sejenisnya.

Data yang akan didapatkan, baik yang berupa data primer maupun yang sekunder, akan

penulis kumpulkan sebanyak mungkin, untuk kemudian diolah/dianalisis, yang berasal dari :

a. studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai data hukum primer, yakni bahan-bahan
yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Kemudian dikombinasikan dengan
sumber data non-manusia lainnya. Berikutnya akan dipelajari, dianalisis peraturan
perundang-undangan tersebut, literatur-literatur tersebut, serta dokumen-dokumen
resmi lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan obyek penelitian ini. Bahan
studi kepustakaan dapat berupa : himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal-
jurnal ilmiah, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian lainnya.

b. studi lapangan, yaitu cara perolehan data primer yang didapatkan melalui teknik
wawancara/interview atau model tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan
penelitian. Disamping model interview juga digunakan alat pengumpul data melalui
pengamatan (observasi). Baik pengamatan yang melibatkan diri langsung maupun

secara tidak langsung.
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Sampel penelitian diambil secara purposive, karena pada penelitian kualitatif lebih
mengarah kepada proses dari produk yang biasanya hanya membatasi pada suatu permasalahan.
Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan mengambil subyek didasarkan pada tujuan
tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan elemen yang
terpenting, sebab pada penelitian kualitatif tidak mendasarkan pada konsep keterwakilan
sebagaimana yang dipakai pada metode riset kuantitatif.

Berkaitan dengan alternatif pemilihan metode penelitian kualitatif, maka sampel penelitian
ini adalah :

a. komunitas sosial atau perorangan, serta lembaga keorganisasian pelaku aktifitas
perekonomian yang kehidupan usahanya merasakan perlakuan yang dirugikan,
dimarginalkan, diperlakukan secara tidak adil akibat aktifitas PMA oleh para investor asing
di skup daerah tempat usaha mereka masing-masing;

b. para pimpinan/kepala instansi pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan
pelaksanaan, pengawasan maupun pembimbingan pada aktifitas PMA pada yurisdiksi
hukum kekuasaan pemerintahan mereka.

C. para pejabat biro pengawasan/pembinaan instansi penanaman modal , yang mempunyai
keterkaitan erat dengan kebijakan pembuatan peraturan PMA di tingkat instansi/daerah-
wilayah masing-masing.

Sehingga pada akhirnya, pada penelitian ini, penulis dapat melakukan pengambilan sampel secara
teratur, terencana/terarah. Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis, secara deskriptif
kualitatif (qualitative approach). Deskriptif merupakan metode yang sering dipakai untuk
merumuskan/menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan maksud/tujuan agar
didapatkan data sedetail mungkin, tentang materi penelitiannya. Sehingga mampu menggali hal-
hal yang bersifat ideal, kemudian dapat dipaparkan secara mendalam berbentuk uraian kalimat
yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap makna di balik konsep aktifitas penanaman modal
asing yang berkeadilan sosial.Data primer diolah dengan menggunakan teknik analisis data tipe
Strauss dan J. Corbin , yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (field).
Peneliti menggunakan analisis interaktif dengan menggunakan field-note yang terdiri atas
deskripsi dan refleksi data. Langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif
analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman yang
bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajad dengan generalisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukan adanya konstruksi kebijakan PMA yang baru yang lebih mampu mengakomodasi
kepentingan pelaku usaha UMKM dan koperasi khususnya dalam upaya turut serta memberikan
kesempatan berusaha melalui pemberian porsi berusaha kepada kalangan UMKM, koperasi serta
investor PMDN domestik khususnya pada sektor usaha primer, yaitu : energi, minyak bumi-
gas,pertambangan, perikanan maupun kehutanan. Aneka ragam kekayaan hayati negara Republik
Indonesia sudah seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat terlebih dahulu,
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daripada diberikan kepada pihak PMA yang lebih bercorak sistem ekonomi liberal/kapitalis, yang
terbukti sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah sejak dahulu menjadi
ciri khas dan konsep perekeonomian bangsa Indonesia. Rekonstruksi merupakan proses
membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu hal tersebut
dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan PMA di wilayah ekonomi NKRI yang masih belum
ideal. Yaitu kebijakan PMA yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai keadilan sosial yang lebih
bersifat substansial (hakiki/realistis), bukannya keadilan secara konseptual, prosedural, maupun
formal. Konstruksi baru tersebut menjadi kontribusi pemikiran bagi penulis dalam upaya
menciptakan keadilan yang substansial dalam rangka menyusun konsep penentuan kebijakan
regulasi PMA yang berbasis nilai keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan dan
Pasal 33 serta 34 UUD 1945, tentang sistem perekonomian negara Indonesia yang disusun sebagai
usaha bersama demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia terlebih dahulu dan
bukannya mendahulukan memprioritaskan kepada pihak PMA khususya sektor SDA meskipun
kedudukan keuangan nasional Rl masih sangat tergantung dari subsidi (pinjaman) pihak negara-
negara investor asing tersebut.
Dari hasil studi baik secara meneliti data-data temuan dari lapangan maupun dari literatur terhadap
beroperasinya aktifitas PMA di Indonesia, yang masih terdapat beberapa celah-celah/kelemahan-
kelemahan berupa pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang sudah
eksisting di masa sekarang, terutama yang paling dominan yaitu : Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan
¢, yang sampai dengan jangka waktu berjalannya investasi di Indonesia selama + 61 (enam puluh
satu) tahun, belum juga efektif berdaya guna terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi
negara indonesia (skala makro), maupun pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia (secara mikro),
yang sampai dengan triwulan | tahun 2019, masih berjumlah 9,41 % dari total keseluruhan jumlah
penduduk Indonesia atau + 25.140.000 penduduk, dengan jumlah pengangguran terbuka 6.500.000
penduduk. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa hal-hal krusial yang
perlu mendapat perhatian khusus, terutama faktor-faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-
undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih
bersifat abstrak yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-
undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih konkrit atau nyata. Ketika berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan
pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi
berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan. Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-
undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam
pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah
peraturan perundang-undangan yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan
beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/disharmoni
perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana
terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman

17

Hukum dan Keadilan



Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
DOI : 10.59635/jihk.v11il
P-1SSN:2407-1250E-1SSN :2747-0628

modal asing di Indonesia, yakni : “efisiensi berkeadilan”. Pada bagian penjelasan, diterangkan
bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’ adalah asas yang mendasari pelaksanaan
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan
iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis
ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak “mewujudkan iklim usaha
yang adil”.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam
aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran,kedudukan maupun porsi yang
seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor
lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus
dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni
keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan
dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan
persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya
Perpres Rl No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya Yyaitu Perpres Rl No.44 Tahun 2016, justru
diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-
sektor ekonomis SDA non-renewable yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni
antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisensi berkeadilan
yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam
peraturan pelaksanannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007)
dengan aturan pelaksana (Perpres Rl No.44 Tahun 2016). Diperlukan langkah-langkah maupun
upaya serius oleh Pemerintah RI dalam hal pemecahan permasalahan terhadap :

1. Tekanan Konvensi Internasional Terhadap Sistem Penanaman Modal Nasional Harus

Disiasati Secara Bijaksana.

Dengan masih kuat dan eksisting-nya konvensi internasional yang menekan Pemerintah Rl dalam
setiap perumusan kebijakan nasional di bidang PMA, khususnya seperti, Pertama : Letter of Intent
Tahun 1989 antara IMF dengan Pemerintah RI tahun 1989, yang mana poin yang paling menekan
Pemerintah Rl adalah :

a. Article IV Section 3.a.

“Menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang

ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan

IME” ;

b. Article VIII Section 5.

“Menyatakan bahwa sebagai anggota, Indonesia harus selalu melaporkan ke IMF untuk

hal-hal yang menyangkut : cadangan emas, produksi emas, ekpor-impor emas, neraca

perdagangan internasional (termasuk investasi asing) dan hal-hal detail lainnya” ;
c. Article V Section 1.
“Menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan dengan Bank Sentral (atau institusi

sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara anggota”.

18

Hukum dan Keadilan



Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
DOI : 10.59635/jihk.v11il
P-1SSN:2407-1250E-1SSN :2747-0628

Ditambah lagi bahwa : Pemerintah RI harus menambah saham yang dilepas ke publik dari Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak
di bidang telekomunikasi domestik maupun internasional. Kentalnya kepentingan korporasi PMA
besar, pemerintah asing negara besar, dan institusi asing (korporatokrasi asing), yang sangat
mendiktekan kedaulatan RI di bidang ekonomi. Disamping hal tersebut Pemerintah RI dipaksa
untuk mencabut aturan pelarangan pembatasan saham-saham PMA pada bank-bank nasional, yang
sudah Go Public. Butir-butir kesepakatan RI dengan IMF ini semakin menambah panjang daftar
bukti lepasnya kedaulatan ekonomi dan moneter Republik Indonesia ini.

Kedua, Consensus Washington pada tahun 1989, yang diinisiatori oleh Amerika Serikat
melalui proses ‘pinjam tangan’ IMF dan World Bank, untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan
ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang (termasuk
Indonesia, sebagai negara anggota IMF dan World Bank) yang baru dilanda krisis ekonomi.
Konsensus ini merekomendasikan :

(1).Pendisiplinan Anggaran Pemerintah;

(2).Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama sektor
pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan
masyarakat kelas menengah ke bawah;

(3).Reformasi pajak dengan memperluas basis pemungutan pajak;

(4).Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil; (5).Nilai tukar

yang kompetitif;

(6).Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;

(7).Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik
sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;

(8). Privatisasi BUMN;

(9). Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong
pasar agar lebih kompetitif;

(10).Keamanan secara legal bagi hak kepemilikan.

Dari keikutsertaan/penundukan Pemerintah RI terhadap dua konvensi internasional ini,
yang semuanya merupakan buah konsep dari dua lembaga keuangan besar internasional, yaitu IMF
dan World Bank, sehingga kedaulatan ekonomi negara Republik Indonesia menjadi tersandera,
terbelenggu oleh kepentingan internasional asing, maka adalah sangat mustahil apabila kita
diminta untuk mengakui bahwa kebijakan politik ekonomi RI adalah pro-rakyat kecil UMKM-
Koperasi, apalagi harus mengakui bahwa Pemerintah RI telah bekerja mencapai tujuan keadilan
sosial. Hal ini masih pada tataran pencapaian keadilan tingkat formil/prosedural, sedangkan pada
tataran nilai keadilan substantif/materiil adalah masih jauh dari harapan tersebut. Dibutuhkan
adanya sistem keadilan yang “Distributif” (John Rawls : 1995), sehingga desain kebijakan PMA
harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan ekonomi yang terdistribusi
secara merata dan terkelola dengan baik, yang memberikan/membolehkan fasilitas kepemilikan

modal dan sumber daya alam yang signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga
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diperlukan adanya konstitusi maupun peraturan/kebijakan perundang-undangan yang adil dan
menjamin kesetaraan menjalankan aktifitas ekonomi bagi semua warga negara.

Dengan diberikannya porsi mayoritas saham antara 67% sampai dengan 95% pada sektor
energi, pertambangan, minyak bumi-gas, perikanan, kelistrikan, mineral, maupun telekomunikasi
dan jasa keuangan kepada pihak PMA, maka setidaknya telah terjadi adanya kebijakan sektor
ESDM tersebut yang nota bene- nya adalah SDA yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak
dan yang termasuk jenis SDA yang non-renewable, maka terbuktilah bahwa konsep keadilan yang
ditawarkan oleh Pemerintah RI khususnya pada satu dasawarsa terakhir ini, masih pada tataran
nilai keadilan prosedural/formil, dan belum sampai pada tataran nilai keadilan
substantif/distributif. Diperlukan adanya keberanian yang kuat dari eksekutif Pemerintah RI untuk
segera berani keluar dari tekanan, belenggu maupun kungkungan lembaga keuangan internasional,
seperti IMF, World Bank, maupun WTO untuk kembali kepada kemandirian kedaulatan ekonomi
RI dengan mulai memikirkan alternatif pencarian lembaga keuangan tingkat dunia lainnya yang
lebih pro-ekonomi kerakyatan, yang tidak dikendalikan oleh lembaga-lembaga pro-investor asing
tersebut yang sebenarnya hanyalah merupakan kepanjangan dari kekuatan ekonomi negara-negara
barat yang pro-kapitalis-liberalis, yang sangat jauh dari nilai-nilai maupun konsep demokrasi
ekonomi kerakyatan, yang merupakan ciri khas asli perekonomian bangsa Indonesia sejak zaman
nusantara.

2. Urgensi Dan Perlunya Asas Keadilan Dalam Perumusan Kebijakan Penanaman Modal

Asing.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-
undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih
bersifat abstrak yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-
undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih konkrit atau nyata. Ketika berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan
pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi
berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan.

Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-
asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan
tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disebabkan
saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan
menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/disharmoni perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana
terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman
modal asing di Indonesia, yakni : “efisiensi berkeadilan” (UUPM No.25 Tahun 2007 Bab II, Pasal
3 huruf f). Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’
adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa

Pemerintah RI hendak “mewujudkan iklim usaha yang adil”.
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Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam
aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran,kedudukan maupun porsi yang
seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor
lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus
dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni
keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan
dalam Perpres Rl No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan
persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya
Perpres Rl No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya Yyaitu Perpres Rl No.44 Tahun 2016, justru
diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-
sektor ekonomis SDA non-renewable yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni
antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisensi berkeadilan
yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam
peraturan pelaksanannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007)
dengan aturan pelaksana (Perpres Rl No.44 Tahun 2016).

Upaya perlindungan hukum terhadap pihak investor PMDN lokal-domestik, maupun
UMKM-Koperasi yang selama +61 tahun ini masih kelas pemegang saham minoritas, terhadap
keberadaan aktifitas investor PMA yang memang diakui lebih kuat/dominan dalam hal permodalan,
penerapan high technology, maupun manajemen tata laksana perseroannya sesuai prinsip
pengelolaan Good Corporate Governance (G.C.G), maka setidaknya upaya-upaya antisipasi yang
dapat ditempuh sebagai problem solving mengatasi keadaan minoritas tersebut, adalah sebagai
berikut :

a. bentuk penyertaan modal asing dan domestik, dapat berupa dan meliputi : (a). modal
cash/tunai (b).alat-alat produksi untuk sektor usaha manufaktur (c).penemuan/inovasi
high technology baru (d).tanah/lahan tempat usaha (e).jasa;

b. faktor penyebab yang lebih dominan tidak terealisasinya kepemilikan saham investor
lokal PMDN/UMKM-koperasi, dalam proyek joint venture/joint enterprise adalah :
(a).tidak tersedianya ketercukupan dana untuk membeli saham joint venture tersebut,

karena tingkat harga saham JV tersebut yang tinggi

(b).adanya keengganan/kesengajaan investor PMA untuk mengalihkan sahamnya
kepada pihak investor lokal PMDN/UKMK Koperasi

(c).masih sulitnya investor lokal nasional untuk menguasai mayoritas saham JV asing,
karena tekanan lembaga keuangan internasional.

c. alih teknologi, dapat dilakukan melalui dua cara oleh PMA kepada PMDN, melalui cara

(a).pemberian hak penggunaan atas HAKI atas kekayaan intelektual berupa : lisensi,
paten, dan merek dagang;

(b).melalui bantuan teknik, yaitu melalui cara : mempekerjakan tenaga ahli/technokrat
dari negara asing, memberikan pelatihan bagi pekerja SDM lokal Indonesia baik di

dalam maupun ke luar negeri.
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d. persentase kepemilikan saham perseroan dalam konsep joint venture/joint enterprise
antara investor lokal PMDN dan investor PMA, hal mana dapat dipastikan akan terjadi
kondisi dimana salah satu pihak akan menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan
di satu pihak akan menjadi pemegang saham minoritas, maka hal ini akan menyebabkan
terjadinya, posisi/kedudukan pemegang saham mayoritas yang akan lebih dominan
dalam mengawasi, mengontrol serta mengelola perusahaan joint enterprise tersebut.
Dalam konteks ini diperlukan adanya sistem perlindungan kepada pihak pemegang
saham minoritas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU
No0.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Diperlukan adanya regulasi pelaksanaan di bawah UU No.40 Tahun 2007, baik berupa
Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah Rl yang lebih mempermudah dan memperlancar proses
pengalihan saham (pengurangan saham investor PMA) pada sistem kerjasama joint enterprise,
sehingga mampu mengurangi dominasi PMA. Dalam konteks rekonstruksi kebijakan PMA yang
berbasis nilai keadilan, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan aturan dasar tertulis yang
terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1), huruf f, dari UU No.25 Tahun 2007, yang
menerangkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas Efisiensi Berkeadilan.
Hal mana dijelaskan melalui memorie van toelichting dari UU tersebut bahwa, Asas efisiensi
berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan, dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya
saing. Kata kunci dari asas tersebut tidak lain adalah “mewujudkan iklim usaha yang adil”. Dalam
hal ini jelas sekali bahwa Presiden Rl maupun BKPM RI telah menerapkan asas efisiensi
berkeadilan ini secara belum adil, karena pembagian persentase sektor usaha eksplorasi SDA,
seperti : minyak bumi-gas alam, pertambangan, energi dan mineral serta telekomunikasi lebih
condong diberikan dengan porsi persentase yang lebih besar kepada pihak investor PMA, yakni
antara 67% - 95%. Yang berarti bahwa pihak investor PMDN hanya berpeluang mendapatkan
bagian turut serta kepemilikan saham sebesar sisa persentase yaitu antara 5% - 33% apabila hendak
berusaha dengan menggunakan model joint venture/joint enterprises.

Idealnya sebuah aktualisasi dari nilai keadilan adalah apabila materi keadilan tersebut
didistribusikan secara materiil dengan substansi materi keadilan yang benar-benar dirasakan
langsung oleh masyarakat pelaku bisnis PMDN sektor SDA tak terbarukan tersebut. Bukan hanya
sekadar formalitas/prosedural bahwa pelaku investasi PMDN lokal-domestik tersebut telah
kebagian porsi minoritas tersebut, tanpa mempertimbangkan nilai persentase keseimbangan
kepemilikan saham pada model kerja sama joint enterprise tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Rl
masih berlaku secara belum adil, yang mana lebih memikirkan kepatuhan pada aturan-aturan
konvensi internasional daripada menerapkan ketentuan Pasal 33 maupun 34 dari UUD 1945.

Rekonstruksi kebijakan penanaman modal asing berbasis nilai keadilan ini akan dapat
berimplikasi terhadap dua aspek, yakni :

(2). Implikasi Teoritis,
Hasil studi ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan asumsi bahwa, penerbitan aneka

kebijakan penanaman modal asing di wilayah ekonomi negara Indonesia tidak hanya berdasarkan
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model analisis keadilan prosedural-formal, tetapi harus berani merubah secara frontal kepada model
analisis keadilan distributif-substansial, sehingga nilai keadilan mampu dirasakan secara langsung
oleh seluruh masyarakat pelaku perinvestasian.
(2). Implikasi Praktis,

Konsep ‘keadilan distributif-substantif’ wajib dicantumkan ke dalam teks-teks pasal-pasal UU
No.25 tahun 2007. Konstruksi selanjutnya, adalah secara struktural dengan membentuk kelompok
usaha model badan hukum perseroan terbatas, yang para pemegang sahamnya adalah para BUMDes
dan/atau KUD yang disatukan ke dalam model perseroan terbatas. Kekuatan penyatuan BUMDes
dan Koperasi Unit Desa ini adalah dalam rangka membentuk kekuatan ekonomi baru dari pihak
investor domestik, guna bersinergi/bekerjasama dalam bentuk joint enterprise dengan pihak
investor PMA.

D. SIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa perekonstruksian (penataan ulang) sistem
kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep keadilan
yang lebih berciri khas keadilan distributif-substantif, dibandingkan model keadilan
prosedural/formalitas. Pada konsep keadilan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor
usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham joint venture/enterprise serta porsi
pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan
kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih
berparadigma dan lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamu istimewa’
perlokomotifan investasi nasional, sehingga mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa
dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA pada suatu titik tertentu
harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan
untuk mendapatkan kebijakan/fasiliatas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan.
Disamping kebutuhan akan rekonstruksi kebijakan berbasis nilai keadilan, Pemerintah RI juga
sangat perlu untuk merekonstruksi Pasal-Pasal dalam UU PM No.25 Tahun 2007, khususnya Pasal-
Pasal yang belum sesuai dengan arah dan kebijakan umum investasi nasional Indonesia, yaitu :
(1).Pasal 4 Ayat (2) huruf c, (2). Pasal 8 Ayat (3) huruf b, (3).Pasal 12 Ayat (5), dan (4).Pasal
32 Ayat (4). Pasal-pasal tersebut antara lain yang berkaitan dengan : (a). konsep ‘pemberian
perlindungan terhadap pelaku investasi sektor UMKM dan Koperasi’, (b). konsep
pembatasan/pengaturan ulang terhadap kemudahan hak transfer dan repatriasi pendapatan investor
PMA, (c).konsep penetapan bidang usaha terbukadan tertutup khususnya sektor SDA tak terbarukan
yang harus dikurangi porsi-nya kepada pihak investor asing, (d).konsep pemilihan lembaga
arbitrase dari lembaga arbitrase internasional diubah menjadi kepada lembaga arbitrase nasional
(BANI).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sekaligus

merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR selaku lembaga pembentuk perundang-undangan

bidang penanaman modal agar segera me-review ketentuan maupun redaksi dari : Pasal 4
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Ayat (2) huruf c, Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 12 Ayat (5) dan Pasal 32 Ayat (4),
sehingga menjadi lebih mencerminkan dan mampu mewujudkan konsep/nilai keadilan sosial
bagi rakyat Indonesia (distributif-substantif), terutama rakyat pelaku aktifitas perinvestasian
nasional;

2. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR, setelah selesainya masa berlaku RUPM
(Rencana Umum Penanaman Modal) sesuai Perpres Rl No.16 Tahun 2012, yakni pada tahun
2025, segera membentuk undang-undang baru tentang penanaman modal yang dipisahkan
kembali seperti pada undang-undang sebelumnya, yaitu dibentuk undang-undang khusus
tentang PMDN dan PMA. Serta segera berupaya serius untuk segera keluar dari status negara
debitur IMF dan World Bank dan mencari lembaga kreditur internasional lain, sehingga
Indonesia terbebas dan menjadi mandiri tanpa tekanan asing, dalam merumuskan kebijakan-
kebijakan investasi nasional maupun internasional yang independen, mandiri dan berdaulat
secara hukum. Dengan tetap menghormati sistem/tata hukum internasional maupun sistem

globalisasi perdagangan/investasi internasional pada umumnya.
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